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Abstract 
The purpose of this study was to determine the implementation of the People's Service for 
Land Certification (LARASITA) program at the Land Office of Parigi Moutong Regency, Central 
Sulawesi Province. This type of research is descriptive, with the number of informants involved as 
many as 6 informants, which for determining the informants using Purposive Sampling techniques. 
In addition, in the data collection technique in this study through observation, interviews, 
documentation and literature studies. With the method of data analysis with three steps, data 
condensation, data display, and conclusion drawing and verification. From the results of the 
research, it is known that the implementation of the People's Service program for Land 
Certification (LARASITA) at Parigi Moutong District Office has not been carried out optimally, 
this can be seen after going through the research process, with many problems occurring, such as 
policy communication is still running at a minimum, where the distribution of all information 
related to the program to the target group in this case is that the community is still considered to 
be running less optimally. Meanwhile, from the aspect of resources it still runs less optimally, this 
is caused by human resource factors, the implementation of the larasita program policies in Parigi 
Moutong Regency is indeed in accordance with the set minimum standards of 4 people, but this 
number is considered less capable of accommodating all Larasita activities in a number of 
Subdistricts in Parigi Mouotng Regency. In addition, the condition of the resources in the form of 
supporting facilities for Larasita activities is considered still not feasible. 




Demi menjamin kepastian hukum dan 
ketertiban hukum dalam pembuatan bangunan 
gedung harus memenuhi persyaratan teknis 
dan administrasi terkait. Seiring dengan hal 
tersebut, maka dalam rangka memberikan 
perlindungan dan jaminan kepastian hukum 
terhadap hak-hak warga negaranya, baik hak 
perseorangan maupun publik atas tanah dan 
rumah. Pemerintah telah menekankan 
pentingnya pendaftran hak atas tanah serta 
pengurusan izin mendirikan bangunan. 
Berbagai peraturan baik dari sifatnya yang 
paling umum hingga teknis sekalipun tentang 
pendaftaran hak atas tanah dan perizinan 
mendirikan bangunan, baik rumah tinggal 
ataupun bangunan untuk tempat usahatelah 
dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah. 
Harapannya, seluruh lapisan masyarakat dapat 
memperhatikan sejumlah peraturan terkait hal 
tersebut dengan cermat dan seksama, sehingga 
benar-benar muncul kesadaran akan 
pentingnya mengurus bukti hak milik atas 
tanah dan rumah (Isnur, 2008:21). 
Fungsi sertifikat hak atas tanah menurut 
UUPA merupakan alat bukti yang kuat bagi 
pemiliknya, artinya bahwa selama tidak dapat 
dibuktikan sebaliknya data fisik dan data 
yuridis yang tercantum di dalamnya harus 
diterima sebagai data yang benar. Sudah 
barang tentu data fisik maupun data yuridis 
yang tercantum dalam buku sertifikat harus 
sesuai dengan data yang tercantum dalam buku 
tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena 
data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur 
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tersebut. Sertifikat sebagai alat bukti yang 
kuat, tidak sebagai alat bukti mutlak, hal ini 
berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut 
oleh hukum pertanahan Indonesia baik 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 
maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 yakni sistem publikasi negatif 
yang mengandung unsur positif karena akan 
menghasilkan surat-surat tanda bukti hak 
(sertifikat) yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. Sertifikat sebagai akte 
otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang 
sempurna, dalam arti bahwa hakim harus 
terikat dengan data yang disebutkan dalam 
sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan 
sebaliknya oleh pihak lain. 
Dari sana BPN (Badan Pertanahan 
Nasional) selaku instansi yang menangani 
dalam sertifikasi tanah mengeluarkan 
keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 1 tahun 2005 Tentang Standar 
Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di 
lingkungan Badan Pertanahan Nasional, dan 
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 
dipandang perlu dilakukan penyederhanaan 
dan percepatan pelayanan pertanahan tertentu 
kepada masyarakat terutama yang berkaitan 
dengan jenis dan waktu penyelesaian 
pelayanan pemeriksaan (pengecekan) 
sertifikat, peralihan hak, hak tanggungan, 
pemecahan, pemisahan dan penggabungan 
sertifikat, perubahan hak milik untuk rumah 
tinggal dan ganti nama pada kantor pertanahan 
serta Peraturan kepala BPN Nomor 6 Tahun 
2008 Tentang Penyederhanaan dan Percepatan 
Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan 
Pelayanan Pertanahan untuk jenis Pelayanan 
Pertanahan Tertentu, yang merupakan 
landasan operasional dan layanan BPN kepada 
publik dalam pemanfaatan teknologi informasi 
dan komunikasi. Untuk dapat menerapkan 
kedua peraturan tersebut BPN RI menciptakan 
Peraturan baru yaitu Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasionla RI Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi 
Tanah (LARASITA) BPN RI. Tugas dan 
fungsi LARASITA menurut Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nomor 18 tahun 2009 
sebagai berikut : 
1. Melaksanakan secara lebih dini dan 
pengendalian, penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah serta 
melaksanakan identifikasi dan penelitian 
terhadap tanah yang diindikasikan terlantar. 
2. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan 
dengan sinkronisasi dan penyampaian 
informasi penatagunaan tanah dengan 
Rencana Tata Ruang dan Wilayah 
(RT/RW) kabupaten/ kota. 
3. Memfasilitasi dan mendekatkan akses-akses 
untuk menciptakan sumber-sumber 
ekonomi baru dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
4. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan 
dengan identifikasi masalah,sengketa atau 
perkara pertanahan secara dini serta 
memfasilitasi upaya penanganannya 
5. Melakukan sosialisasi dan berinteraksi 
untuk menyampaikan informasi pertanahan 
dan program-program pertanahan lainnya 
serta menghubungkan kebutuhan 
masyarakat dengan program BPN RI  
6. Melaksanakan kegiatan legalisasi aset  
7. Melaksanakan tugas-tugas pertanahan 
lainnya. 
Lewat Peraturan Kepala BPN Nomor 18 
Tahun 2009 menetapkan LARASITA sebagai 
terobosan kebijakan yang dihandalkan 
lembaga tersebut yang mulai ditetapkan secara 
nasional tanggal 11 Mei 2009. Mobil 
LARASITA ini digambarkan sebagai kantor 
pertanahan berjalan ditingkat kecamatan di 
seluruh Indonesia yang dilengkapi dengan 
fasilitas canggih yang menjadi prasyarat utama 
kegunaan mobil ini, seperti ketersediaan 
jaringan internet lewat satelit di setiap unit 
mobil LARASITA. 
LARASITA dibangun dan 
dikembangkan untuk mewujudnyatakan 
amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang-
Undang Pokok Agraria serta seluruh peraturan 
perundang-undangan di bidang pertanahan. 
Pengembangan LARASITA berangkat dari 
kehendak dan motivasi untuk mendekatkan 
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Badan Pertanahan Nasional dengan 
masyarakat, sekaligus mengubah paradigma 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor 
Pertanahan dari menunggu atau pasif menjadi 
aktif atau proaktif (Pendahuluan Undang-
Undang No.18 Tahun 2009 Tentang 
LARASITA BPN-RI). 
Namun pada kenyataannya di lapangan, 
LARASITA ini tampak masih sulit 
diimplementasikan. Temuan di lapangan yang 
terkait dengan kebijakan Larasita ini ternyata 
masih sangat bermasalah. Kebijakan 
LARASITA sebetulnya sangat baik dalam 
konsep yang hendak dicapai dan sangat tepat 
untuk mendukung usaha menyejahterakan 
rakyat saat ini. Apalagi, saat ini masih banyak 
tanah rakyat yang belum disertipikasi dan 
rakyat masih menghadapi kesulitan untuk 
mendapatkan sertipikat tanah miliknya dengan 
cara yang mudah dan murah.  
Lemahnya implementasi kebijakan di 
lapangan ini sesungguhnya bisa diartikan ada 
kesenjangan yang tajam antara visi pimpinan 
dan pelaksana di lapangan. Adanya 
pemborosan anggaran negara terkait tidak 
berjalan dengan baiknya kebijakan 
LARASITA. Misalnya, banyak mobil 
LARASITA di daerah-daerah yang sudah 
dibeli dengan anggaran negara, ternyata tidak 
semuanya beroperasi atau tidak bisa 
difungsikan seperti yang diharapkan. Itu 
sebabnya BPN harus melihat betul realitas 
kinerjanya pada masa mendatang.  
Saat ini di Kabupaten Parigi Moutong 
yang dinamikanya cukup kompleks, sejak 
diluncurkan awal Februari 2009, program 
Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah 
(LARASITA) milik Kantor Pertanahan 
Kabupaten Parigi Moutong langsung disambut 
antusias warga. Pengurusan sertifikat tanah ini 
sangat terbantu oleh pencarian berkas juga 
cepat dengan layanan internet yang terpasang 
di mobil LARASITA. Namun, dari banyaknya 
desa dan kelurahan di Kabupaten Parigi 
Moutong, baru beberapa desa dan kelurahan 
yang disambangi mobil pelayanan keliling itu 
dengan jumlah permohonan yang cukup 
banyak. 
Selain itu, berdasarkan observasi awal 
mengenai implementasi kebijakan  
LARASITA di Kabupaten Parigi Moutong 
terlihat bahwa sebagian besar masyarakat 
belum memahami pentingnya sertipikat tanah, 
masyarakat masih banyak yang beranggapan 
bahwa permasalahan pertanahan, termasuk 
ijin-ijin menyangkut pertanahan dan 
pengurusan sertipikat tanah, memakan waktu 
yang lama dan memakan biaya yang tidak 
sedikit. Hal ini menunjukkan sosialisasi yang 
dilakukan oleh kantor pertanahan kurang 
optimal sehingga belum mampu meningkatkan 
animo masyarakat. Dalam mengimplemtasikan 
LARASITA adalah belum didukung 
ketersedian jaringan komunikasi dan kualitas 
sumber daya manusia yang tersedia di kantor 
pertanahan. 
Sebagian besar masyarakat masih 
mengeluhkan informasi mengenai kegiatan-
kegiatan pertanahan baik itu dalam hal 
kegiatan sertipikasi maupun program 
pertanahan tidak tersosialisasi dengan baik, 
terutama yang berkaitan dengan proses 
permohonan sertipikasi baik itu dalam hal 
kepastian dan lamanya waktu pensertipikasian 
tanah, persyaratan yang harus dipenuhi dan 
semua biaya-biaya yang terkait dengan dalam 
proses pendaftaran tanah tersebut. Dampak 
dari kondisi ini meyebabkan rendahnya 
kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan 
bidang-bidang tanahnya, Masyarakat terkesan 
semakin menjauh bila sudah menyangkut 
urusan hak atas tanah. Padahal sertifikat 
menjadi bagian penting menyangkut kepastian 
hukum atas hak milik pertanahan dari 
seseorang dan merupakan salah satu pintu 
untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. 
Berdasarkan evaluasi dalam kurun waktu 
2014–2017, diketahui penambahan bidang 
tanah bersertifikat di Kecamatan Siniu kurang 
dari 100 bidang, wilayah kecamatan tersebut 
terletak di kecamatan yang cukup jauh dari ibu 
kota Kabupaten. Transportasi umum pun 
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masih terbatas, sehingga masyarakat di 
pelosok desa kesulitan mengakses layanan. 
Tentunya dengan melihat permasalahan 
dari hasil observasi awal yang dilakukan 
menunjukkan bahwa sebagai sebuah program, 
LARASITA masih belum terimplementasi 
dengan maksimal, sehingga sehingga untuk 
mengetahui lebih dalam tentang permasalahan 
ini penulis akan melakukan penelitian lebih 
dalam dengan merujuk pada teori yang 
dikemukakan oleh George C. Edward III 
dengan mengkaji empat faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan implementasi 
sebuah kebijakan, diantaranya yaitu 
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 
struktur birokrasi. Penulis menilai teori amat 
cocok dan tepat untuk untuk menjawab 
permasalahan dalam penelitian ini, karena 
sesuai dengan permasalahan di atas 
menunjukkan bahwa sosialisasi yang 
dilakukan oleh kantor pertanahan kurang 
optimal, sehingga untuk mengkaji lebih dalam 
masalah ini aspek komunikasi di dalam teori 
tersebut sangat cocok sebagai tolak ukurnya, 
karena dalam implementasi kebijakan program 
LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Parigi Moutong, ditentukan oleh komunikasi, 
yang dalam hal ini menyangkut penyaluran 
informasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh 
pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi 
Moutong kepada masyarakat sebagai 
kelompok sasaran sehingga mereka dapat 
memahami kebijakan atau program yang 
diimplementasikan tersebut. Sementara aspek-
aspek yang lainnya seperti sumber daya, 
disposisi, dan struktur birokrasi juga akan 
digunakan, karena untuk melakukan penelitian 
lebih dalam tentu harus didukung pula oleh 
beberapa aspek lain sebagai acuan, dan bisa 
saja dengan menggunakan beberapa aspek ini 
ditemukan masalah-masalah baru selain 
masalah sosialisasi program tersebut. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 
tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih 
dalam mengenai masalah tersebut dengan 
melakukan penelitian dengan judul 
“Implementasi Kebijakan Program Layanan 
Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah  
(LARASITA)  di Kantor Pertanahan 





Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. 
Penelitian ini berlokasi di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi 
Tengah. Pada penelitian ini dalam penentuan 
informan menggunakan teknik Purposive 
Sampling. Untuk teknik dalam pengumpulan 
data, penulis menggunakan beberapa cara 
antara lain Observasi, Wawancara dan 
Dokumentasi. Dengan metode analisis data 
dengan tiga langkah, yaitu kondensasi data 
(data condensation), menyajikan data (data 
display), dan menarik simpulan atau verifikasi 
(conclusion drawing and verification). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Komunikasi 
Menurut Agustino (2008:157), 
komunikasi merupakan salah-satu variabel 
penting yang mempengaruhi implementasi 
kebijakan publik, komunikasi sangat 
menentukan keberhasilan pencapaian tujuan 
dari implementasi kebijakan publik. Maka dari 
itu implementasi yang efektif akan terlaksana, 
jika para pelaksana kebijakan mengetahui 
mengenai apa yang mereka kerjakan.  
Komunikasi merupakan suatu hal yang 
sangat menentukan keberhasilan pencapaian 
tujuan dari implementasi kebijakan publik. 
Komunikasi sangat penting, karena suatu 
program hanya dapat dilaksanakan dengan 
baik apabila jelas bagi para pelaksana, dimana 
komunikasi diperlukan agar para pembuat 
keputusan dan para implementor akan semakin 
konsisten dalam melaksanakan setiap 
kebijakan yang akan diterapkan di 
masayarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian, 
implementasi kebijakan program Larasita di 
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Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, 
dilihat dari aspek komunikasi masih berjalan 
kurang maksimal. Meski  komunikasi antar 
pelaksana program yang dalam hal ini pihak 
Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong 
dengan Lembaga pertanahan yang 
tingkatannya lebih tinggi seperti Kantor Badan 
Pertanahan Nasional yang ada di tingkat pusat 
sudah berjalan dengan baik. Penyaluran segala 
informasi terkait program kepada kelompok 
sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat 
dinilai masih berjalan kurang maksimal, masih 
ada sebagian besar masyarakat belum 
mengetahui program ini, ini disebabkan karena 
kurangnya sosialisasi antara implementor 
dengan masyarakat. Selain itu, masyarakat 
masih mengeluhkan penyampaian informasi 
yang kurang jelas terutama terkait mekanisme 
atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi 
masyarakat untuk mengurus pendaftaran 




Selain komunikasi, faktor selanjutnya 
yang mempangaruhi pelaksanaan kebijakan 
program Larasita di Kabupaten Parigi 
Moutong adalah faktor sumberdaya. Sumber 
daya memiliki peranan penting dalam 
implementasi kebijakan. Edward III dalam 
Winarno (2012:184), mengemukakan bahwa 
sumber-sumber dapat merupakan faktor yang 
penting dalam melaksanakan kebijakan publik. 
Perintah-perintah implementasi mungkin 
diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, 
tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-
sumber yang diperlukan untuk melaksanakan 
kebijakan kebijakan, maka implementasi ini 
pun cenderung tidak efektif. 
Semantara kalau kita berbicara masalah 
sumberdaya, kita harus tahu komponen-
komponan apa yang terkait di dalamnya. 
Komponen sumberdaya itu meliputi jumlah 
personel atau staf pelaksana program, keahlian 
atau kompetensi dari para pelaksana, serta 
adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang 
dapat dipakai untuk melakukan kegiatan 
program seperti sarana prasarana. 
Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 
program Larasita di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Parigi Moutong, dilihat dari aspek 
sumberdaya masih berjalan kurang maksimal. 
Hal ini disebabkan oleh dari faktor 
sumberdaya manusia, pelaksanaan dari pada 
kebijakan program larasita di Kabupaten 
Parigi Moutong memang sudah sesuai standar 
minimal yang ditetapkan, namun jumlah 
pegawai atau aparatur yang bertindak sebagai 
implementor kebijakan program Larasita 
hanya empat orang, meski sudah sesuai 
dengan standar minimal yang ditetapkan, 
namun jumlah ini dirasa kurang mampu untuk 
mengkomodir seluruh kegiatan Larasita di 
sejumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten 
Parigi Mouotng. Selain itu juga kondisi 
sumberdaya berupa fasilitas pendukung 
kegiatan Larasita dinilai masih kurang layak, 
dimana komponen fasilitas-fasilitas yang 
dipakai untuk melakukan kegiatan program 
Larasita yang terdiri atas kendaraan roda 
empat dan roda dua masih minim ditambah 
lagi dengan tidak adanya sebagian perangkat-
perangkat pendukung yang tersedia didalam 
kendaraan operasional tersebut, seperti 
ketersediaan wireless internet yang biasanya 
dipergunakan untuk menyambungkan Larasita 




Selain faktor komunikasi dan 
sumberdaya, salah satu faktor yang 
mempengaruhi implementasi kebijakan adalah 
sikap implementor. Menurut Edward III dalam 
Winarno (2002:197), kecenderungan dari para 
pelaksana kebijakkan merupakan faktor ketiga 
yang mempunyai konsenkuensi-konsenkuensi 
penting bagi implementasi kebijakan yang 
efektif. Jika para pelaksana bersikap baik 
terhadap suatu kebijakan tertentu dan hal ini 
berarti adanya dukungan, kemungkinan besar 
mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana 
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yang diinginkan oleh para pembuatan 
kebijakan. Demikian pula sebaliknya, bila 
tingkah laku atau perspektif-persepektif para 
pelaksana berbeda dengan para pembuat 
keputusan, maka proses pelaksanaan suatu 
kebijakan menjadi semakin sulit.  
Disposisi atau sikap dari pelaksana 
kebijakan adalah faktor yang penting dalam 
pendekatan mengenai pelaksanaan atau 
kebijakan publik. Jika pelaksana suatu 
kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana 
kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa 
yang akan dilakukan tetapi juga harus 
memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. 
Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari 
pelaksana kebijakan berperan penting untuk 
mewujudkan implementasi kebijakan yang 
sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter 
penting yang harus dimiliki oleh pelaksana 
kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen 
yang tinggi. 
Tingkat komitmen dan kejujuran dalam 
implementasi kebijakan program Larasita 
adalah hal terpenting dari efek disposisi, 
karena dalam melaksanakan suatu kebijakan 
dapat berdampak pada keinginan dan kemauan 
untuk melaksanakan suatu kebijakan. 
Pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan 
dan penerimaan aparatur bisa dilihat dari 
pengetahuan suatu kebijakan apakah 
menerima, menolak ataukah netral. Komitmen 
merupakan suatu keputusan yang harus 
dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh 
pelaksana kebijakan karena dengan 
berkomitmen mereka dapat melaksanakan 
kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan tanpa menyelewengkan suatu 
pekerjaan apapun. 
Berdasarkan hasil penelitian, dalam 
implementasi kebijakan program Larasita di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong 
ditinjau dari aspek disposisi/sikap sudah 
berjalan dengan cukup baik, sikap aparat 
pelaksana program dalam implementasi 
program Larasita di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Parigi Moutong sudah baik. Meski 
dengan berbagai keterbatasan di dalam 
pelaksanaan program tersebut, para pelaksana 
program tersebut memiliki komitmen tinggi 
dalam melaksanakan tugas, para pelaksana 
kebijakan maupun masyarakat sangat 
mendukung dengan adanya pelaksanaan 
kebijakan program Larasita oleh pihak Kantor 
Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong. 
 
Struktur Birokrasi 
Struktur organisasi-organisasi yang 
melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh 
penting pada  implementasi. Jika terdapat 
suatu kelemahan dalam  struktur bitokrasi 
tersebut, implementasi kebijakan tidak akan 
berhasil. Pada dasarnya struktur birokrasi 
mencangkup aspek-aspek seperti pembagian 
kewenangan, hubungan antara unit-unit 
organisasi yang ada dalam organisasi yang 
bersangkutan dan hubungan organisasi dengan 
organisasi luar dan sebagainya.  Struktur 
birokrasi sebagai pelaksana kebijakan 
memiliki peranan penting dalam kebijakan 
program Larasita ini. Salah satu aspek yang 
terpenting adalah adanya standar operasional 
prosedur (SOP) dan fragmentasi atau 
penyebaran tanggung jawab. 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti 
menilai bahwa dilihat dari aspek struktur 
birokrasi, implementasi kebijakan program 
Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah  
(Larasita) di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah 
sudah berjalan dengan cukup baik, dimana di 
dalam pelaksanaan program ini, Kantor 
Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong 
berpedoman pada beberapa regulasi yang jelas, 
dalam penyebaran atau pembagian tanggung 
jawab program ini juga sudah berjalan dengan 
baik dan sesuai tupoksi masing-masing dalam 
melaksanakan kebijakan program Larasita ini. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Dari hasil penelitian peneliti diketahui 
bahwa implementasi kebijakan program 
Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah  
Saiful Rahman, dkk. Implementasi Kebijakan Program Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah ……………………282 
 
 
(LARASITA)  di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Parigi Moutong masih belum 
terlaksana secara maksimal, hal ini dapat 
dilihat setelah melalui proses penelitian, 
dengan masih banyaknya masalah-masalah 
yang terjadi, seperti pada aspek komunikasi 
kebijakan masih berjalan kurang maksimal, 
dimana penyaluran segala informasi terkait 
program kepada kelompok sasaran yang dalam 
hal ini adalah masyarakat dinilai masih 
berjalan kurang maksimal. Sementara itu pula, 
dari aspek sumberdaya masih berjalan kurang 
maksimal, hal ini disebabkan oleh faktor 
sumberdaya manusia, pelaksanaan dari pada 
kebijakan program larasita di Kabupaten 
Parigi Moutong memang sudah sesuai standar 
minimal yang ditetapkan yakni 4 orang, 
namun jumlah ini dirasa kurang mampu untuk 
mengkomodir seluruh kegiatan Larasita di 
sejumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten 
Parigi Mouotng. Selain itu juga kondisi 
sumberdaya berupa fasilitas pendukung 
kegiatan Larasita dinilai masih kurang layak. 
 
Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
kesimpulan, maka saran peneliti terkait 
implementasi kebijakan program Layanan 
Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah  
(LARASITA)  di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Parigi Moutong ialah sebagai 
berikut: 
1. Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi 
Moutong harus lebih mensosialisasikan 
akan maksud dan tujuan dari kebijakan 
program Larasita di wilayahnya agar terjadi 
komunikasi yang efektif antara pihak 
Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi 
Moutong dengan masyarakat Kabupaten 
Parigi Moutong. 
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi 
Moutong sebaiknya harus tanggap di dalam 
mengahadapi segala macam permasalahan 
yang dihadapi dalam hal pelaksanaan dari 
kebijkan program Larasita seperti 
kekurangan sumberdaya manusia secara 
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